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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR @ 37 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BUFATI BEKASI,

a. bahwa dengan telah diundangkannya FPeraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Momor 7 Tahun 2009 fentang Urganisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi termasuk di dalamnya
Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, guna
melaksanakan ketentuan pasal 48 perlu disusun  aturan
pelaksanaannya kedalam erganisasi dan tata kerda yang meliput

kewenangan, tugas pokok dan fungsi seria uraian tugas;

_bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a di atas, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut, perlu ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

~Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1830 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1850},

. Undang-undang Momor 43 Tahun 1889 tentang Perubahan

Undang-undang Nomor & Tahun 1574 fentang Pokok—pokok



Kepegawaian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1299
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3880);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pambentukan
Paratura Perundang-undangan (Lembaran MNegars Republik

\ndonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4389);

4. Undang-Undang Momaor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Megara Momar 4427) sabagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Momer 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomer 4844);

5. Undang-undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomar 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota _(Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran MNegara
Momor 4737);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4741},

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

0. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaien Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 7).



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKAS| TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bekasi;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekast

Bupati adalah Bupati Bekasi;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dasrah Kabupaten Bskasi

Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ¥abupaten Bekasi,

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bekasi,

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompak Pegawal Megeri Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabal yang berwenang untuk
melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung

B o

kelancaran tugas pokok Badan.

BAB I
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS FOKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 2

Dalam pelaksanaan tugas, Badan mempunyai  kewenangan  melaksanakan
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, terdiri atas
1. Perumusan Kebijakan
a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan ~pengendalian
pembangunan dasrah pada skala kabupaian.
b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan dasrah.



Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah
kecamatan/desa.

Pelaksanaan SPM kabupaten.

Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah
dengén swasta, dalam dan luar negeri.

Pelaksanaan pengelolaan data dan infarmasi pembangunan daerah.
Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala kabupaten/ kota.

Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan  kawasan dan
lingkungan perkotaan skala kabupaten/ kota.

Penetapan keserasian pengambangan perkotaan dan perdesaan skala
kabupaten/ kota.

Pelaksanaan peturjuk pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten

Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan
pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.

Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala

kabupaten.
Pelgksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan  skala
kabupaten/ kota,

Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan  pembangunan
perwilayahan skala kabupaten,

Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan
perwilayahan skala kabupaten.

Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisie dan pulau-pulau
kecil skala kabupaten.

Pengembangan kawasan pricrilas, cepal tumbuh dan andalan skala

kabupaten/ kota.

Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi

a.

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pangendalian pembangunan
daerah skala kabupaten,
Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan

daerah skala kabupaten.
Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan

swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten,




Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar
kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam

dan luar negeri skala kabupaten.
Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala

au —

kabupaten/ kota.
Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan

lingkungan perkotaan di daarah kecamatan/desa,

Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten/ kota.

Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/
desa.

Konsultasi keserasian pengembangan parkotaan dan perdesaan skala
kabupaten/ kota.

Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan
perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa,

Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala
kabupaten/ kota.

Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan
andalan skala kabupaten.

Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah
dan kawasan di kecamatan/desa.

Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan
wilayah dan kawasan skala kabupaten/ kota.

Perencanaan kelembagaan dan manajemean pengembangan wilayah

dan kawasan di kecamatan/desa.

Sub Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah skala kabupaten.

Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatanidesa.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah kecamatan/desa.

Pelaksanaan monitoring  dan evaluasi pelaksanaan kerasama
pembangunan antar kecamatan/desa dan aniara kecamatan/desa
dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten/ kota.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengeiclaan kawasan dan

lingkungan perkotaan skala kabupaten/ kota.




f  Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengemoangan wilayah tertinggal,
pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten

g. Pelaksanaan menitoring dan evaluasi pelakssnaan pengembangan
kawasan priaritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupatens kota.

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian
pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten/
kota.

i. Pelaksanaan menitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap
kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan
skala kabupaten.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3 R

(1) Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan
pembangunan daerah

(2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dasrah

Bagian Ketiga
Tugas Pokaok
Pasal 4

Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan parencanaan pembangunan
daerah, penanaman modal daerah dan statistik.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal §

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Badan

mempunyai fungsi;

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah yang meliputi
bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan,



Badan terdiri dari unsur-unsur

Aparatur dan Administrasi Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Penanaman Maodal
serta Statistik dan Pelaporan;

pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daarah maeliputi bidang
Figik dan Prasarana Wilayah, Ekonomi dar Pendanaan Pembangunan, Aparatur
dan Administrasi Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Psnanaman Modal serta
Statistik dan Pelaporan;

pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
meliputi bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Pendanaan
Pembangunan, Aparatur dan Administrasi Pemerintahan, Sosial dan Budaya,
Penanaman Modal serta Statistik dan Pelaporan;

penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB I
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal &

a, Pimpinan;
b. Pembantu Pimpinan adalah sekretaris dan Sub Bagian;

c. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang - Sub Bidang, Unit

Pelaksana Teknis dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1) Organisasi Badan terdiri atas:

a. Kepala;
b. Sekretariat, membawahkan ;
1)  Subbagian Perancanaan,
2y  Subbagian Keuangan,
3) Subbagian Umum dan Kepegawaian,



c. Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, membawahkan:
1)  Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur Witayah;
2}  Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

d. Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan, membawahkan :
1) Subbidang Ekonomi;
2) Subbidang Pendanaan Pembangunarn.

a, Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan, membawahkan :
1)  Subbidang Aparatur dan Kependudukan;
2) Subbidang Pemerintahan Umurmn,

f  Bidang Sosial dan Budaya, membawakan :
1)  Subbidang Pendidikan dan Budaya;
2) Subbidang Kesejahteraan Sosial.

g. Bidang Penanaman Madal, membawahkan :
1)  Subbidang Promosi Investasi
2) Subbidang Pengendalian Investasi.

h. Bidang Statistik dan Pelaporan, membawahkan :
1)  Subbidang Statistik;
2)  Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

i. UPTB;
. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomer 7 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daeran.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 8

(1) Kepala Badan mempunyai  tugas  pokok memimpin,  merumuskan,
mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan palaksanaan




(2)

kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan dagrah yang meliputi bidang
Fisik dan Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan, Aparatur
dan Administrasi Pemerintahan, Sosial dan Budaya, serta Statistik dan Pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala

Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

menyelenggarakan perumusan rencans kegiatan dan anggaran Badan
Parencanaan Pembangunan Daerah;

menyelenggarakan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai
bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD
Kabupaten;

menyelenggarakan pengumpuian bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD
lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LFFD
lima tahunan Kabupaten;

menyelenggarakan penylapan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir
masa jabatan Bupati ;

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana sirategis (REMSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Badan Ferencanaan Pembangunan Daerah;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Palaksanaan
Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Permbangunan Daerah;

merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupaty;
mengkoordinasikan perencanaan pembangunan pada lingkup Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bekasi]

merumuskan kebijakan teknis penelitian dan pengerm bangan daerah;
menetapkan petunjuk pelaksanaan perencansan dan pengendalian
pembangunan daerah pada skala Kabupaten;

melaksanakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;

menetap!-'._an pedoman dan standar mekanisme perencanaan pembangunan
daerah kecamatan/desa;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanasn pambangunan,
menyusun dan melaksanakan kerjasama pambangunan antar daerah
Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar
negeri;

menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah
skala Kabupaten,
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ce.

dd.
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menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan skala Kabupaten;
menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelalaan kawasan dan lingkungan

perkotaan skala Kabupaten:

merurnuskan penetapan  keserasian pengembangan  perkotaan dan

perdesaan skala Kabupaten;
menyusun petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan

kawasan perdesaan skala Kabupaten,

~menetapkan petunjuk  pelaksanaan manajemen dan  kelembagaan

pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;

menyusun pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten,
meryusun petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
menetapkan  petunjuk  pelaksanaan pengembangan  pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten;

merumuskan penetapan  pedoman  dan standar  pengembangan
pembangunan perwilayahan skala Kabupaten:

merumuskan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan skala
Kabupaten;

merumuskan pengembangan kawasan pricritas, cepat tumbuh dan andalan
skala Kabupaten,

mengoordinasikan  perencanaan, pelasksanaan  dan pangendalian
pembangunan daerah skala Kabupaten,

melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan
daerah skala Kabupaten;

menyelenggarakan  bimbingan, supervisi dan konsultasi Kerjasama
pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan
swasta, n.:ialam dan luar negeri skala Kabupaten;

melaksanakan Konsultasl  pengelolaan  kawasan  dan  lingkungan
perkotaan skala Kabupaten,

menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan  konsultasi  pengelolaan
kawasan dan lingkungan perkotaan di dasrah kecamalanidesa;
melaksanakan Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten,
menyealenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi  pelayanan
perkotaan di kecamatan/desa;

melaksanakan Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan  dan

perdesaan skala Kabupaten;

L
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menyelenggarakan bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian
pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/ desa;
menyelenggarakan pengembangan wilayah tertinggal skala Kabupatern;
melaksanakan Konsultasi pengembangan kawasan pricritas, cepat tumbuh
dan andalan skala Kabupaten,

merumnuskan kebijakan teknis dalam perencanazan kelembagaan dan
manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/desa;
melaksanakan Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen
pengembangan wilayah dan kawasan skala Kahupaten,

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
daerah skala Kabupaten;

merumuskan rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang Pendidikan, Hesehz{t;n,“Pekerjaan
Umum, Perumahan, Penataan Ruang, FPerencanaan Pembangunan,
Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan, Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahlera, Sosial, Ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah,

aq.

Penanaman modal, Kebudayaan dan Farwisata, Kepemudaan dan Olah
Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam MNegeri, Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Dasrah Perangkat daerah
Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian
dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral,
Perdagangan dan Perindustrian;

merumuskan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan
penyusunan RKPD;

merumuskan rancangan akhir RPJP Daerah bidang Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjsan  Umum,  Perumahar, Penataan  Ruang, Perencanaan

Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Peartanahan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemherdayaan  Perempuan  dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahlera, Sosial,
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
Menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan anwisata, Kepemudaan
dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan [olililc Dalam Megeri, Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Adnunestas Kowangan Dracrah Parangkal



g3.
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daerah Kepegawaian dan Persandian, Bemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian
dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral,
Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan hasil musrenbang:
merumuskan rancangan akhir RPJM Dasrah bidang Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan  Umum, Perumahan, Penataan FRuang, Perencanaan
Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Partanahan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah, Penanaman modal, Kebudayzan dan Pariwisata,
Kepemudaan dan Clah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negen,
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah
Perangkat daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika,
Pertanian dan Ketahanan Pangan/ Kehutanan, Eneargi dan Sumberdaya
mineral, Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan hasil musrenbang;
merumuskan rancangan akhir RKPD bidang Pendidikan, Kesehatan,
Pekerjaan  Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan
Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, FPertanahan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perindungan Anak, Keluarga Berzncana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan Pariwisaia, Kepemudaan
dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meger, Otonomi

Daerah,. Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah Perangkat

- daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian
dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral,
Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan hiasil musrenbang;

marumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi;

mengendalikan pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bekasi;

merskomendasikan persetujuan prinsip lerhadap pemanfaatan ruang di
kabupaten Bekasi,
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merumuskan rancangan naskah kesepakatan antara Pemarintah Kabupaten
dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

bersama Tim Angggaran Pemerintah Daerah merumuskan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
menyelenggarakan Pengendalian perencanaan pernbangunan daerah dan

pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk keseluruhan perencanaan

Rancangan

pembangunan daerah meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut
peryimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan
sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah,

menyampaikan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan
daerah kepada Bupati melalui sekretaris daerah;

menyelenggarakan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat
daerah meliputi penilaian terhadap pelaksanaan perumusan dokumen
rencanan pembangunan dasrah dan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

melaksanakan tugas pembaniuan dari pemearintah dan pemerintah propinsi;
mengoordinasikan penyusunan pelaparan triwulan dan akhir tahun anggaran
atas kegiatan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Kabupaten yang
dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten Bekasi untuk bahan penyampaian
laporan Bupati kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan dan Bappenas;

menerima bahan pelaporan dart SKPD yang membidangi Pemearintahan Desa
mengenai laporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
pembantuén dari Pemerintah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi
untuk bahan penyampaian laporan Bupali kepada Kementerianfembaga
pemberi dana tugas pembantuan;

mengoordinasikan penyusunan pelaporan triwulan dan akhir tahun anggaran
atas kegiatan tugas pembantuan dari Provinsi kepada Kabupaten yang
dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten Bekasl untuk bahan penyampaian
laporan Bupati kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi;

menerima bahan pelaporan dari SKPD yang membidang Pemerintahan Desa
mengenal laporan friwulan dan akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
pembantuan dari Provinsi kepada Pomenntal Desa Kabupaten Bekasl untuk

~ bahan penyampaian laporan Bupati kepada Gubernur,

hhh.

menyelenggarakan koordinasi dengan instansi lain




kkk.
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menghimpun, mengolah dan menganaliza data sefa penyajian data hasil
kegiatan urusan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

mmm. melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang millk daerah di lingkup

fnmn.

pEp.
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
mempelajari, memahami dan menyelenggarakan
undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan

peraturan  perundang-
Badan

Parencanaan Pembangunan Daerah;
melaksanakan program pengawasan internal  di lingkungan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasaiahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannysa;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kep

pembagian tugas agar pelaksanaan wgas dapat berjalan lancar;
berjenjang untuk bahan mengembangkan

ada bawahan berdasarkan

menilai hasil kerja bawahan secara

karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 9

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai ugas pokok memimpin,
merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan  kegiatan

operasional administrasl umum, keuangan don kepegawaan sorla pengeiolaan

perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagamana dimilksud pada Ayat (1),

Sekretars mempunyal fungsi



a penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian serla perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

b. perencanaan operasional kegiatan administrasi  umum, Keuangan dan
kepegawaian,

e pengendalian dan pembinaan administrasi  umum, keuangan dan

kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- pengoordinasian  penyusunan program dan laporan bidang-bidang;
e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas

pokek dan fungsinya.

(=8

(@) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretaniat, membawahkan :
a  Sub Bagian perencanaan;
b,  Sub Bagian keuangan;
¢ Sub Bagian umum dan kepegawaian;

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8,

Sakretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
merumuskan rencana kerja sekretariat sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

b merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana
yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;
menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
menghimpun bahan-bahan LPJFD dan RPJMD sasuai bidang tugasnya;

e.  menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPED lima tahunan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah pada masing-masing hidang sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

f  menghimpun bahan-bahan LKFJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

g. ~menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan,

h. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan ugas administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

i. mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun parencanaan
kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan;




(1)
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mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporar
memberikan saran dan pertimbangan leknis administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;
menyusun laporan administrasi  umum, keuangan dan kepegawaian sera
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungjawaban kepada
atasan;

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjarya untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan cleh atasan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengonfrol urusan perencanaan, avaluasi dan
pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana pregram atau kegiatan, evaluasi
dan laporan dar masing-masing bidang pada Badan Perancanaan Pembangunan

Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Fembangunan Daerah;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan  yang meliputi
panghimpu'nan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laparan dari
masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan
dari masing-masing bidang pada Badan Perencanaan Pambangunan

Daearah;



d pelsksanaan tugss lain yang diberkan olsh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya_

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, mempunyai uraian tugas

sabagai berikut

a merencanakan kegiatan sub baglan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Bidan;

& menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinarja (RENJA) dari
masing-masing bidang:;

¢ mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah pada masing-masing bidang sebagal bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

d. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Badan,

e menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan
dari masing-masing bidang;

f menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Bidan;

g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam bidang
Kesshatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LFFD lima tahunan
kabupaten;

h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupat
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

i menyusun bahan laporan akuntabiltas kinerja Badan sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada Bupati;

|, menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-
masing bidang;

k. menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Badan dalam penyusunan Laporan
Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah danfatau Provinsi;

I. menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa zesual dengan
lingkup tugasnya,

m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang




herkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman dalam pelaksanaan tugas,
mamberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,
membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapal berjalan lancar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan

pedoman dan ketentuan yang berlaku;
menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memenitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

s. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,

(2)

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrast keuangan

pada Badan Perencanaan Pembangunan Dasrah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a, perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

b. pelaksanaan administrasi keuangan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

c. pembagian pelaksanaan tugas administrasi  keuangan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, mempunyai uraian tugas sebagai
berikut :

a.
b.

menyusun rencana kerja administrasi kovangan Dodan

meiaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabal Penatausahaan
Keuangan di lingkup Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
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(1)

pendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK:

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, BPP-TU dan SFP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;

mensliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan
ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening;

menyiapkan SPM;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawal negeri sipil lingkup
Badan,

melakukan verifikasi harian atas penerimaart;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang melip
p dan akuntansi salain kas,

ufi akuntansi penerimaan kas,

akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset teta
menyusun laporan realisasi anggaran Badan setiap bulan dan triwulan;

menyusun laporan neraca Badan setiap triwulan dan akhir tahun;

menyusun pencatatan atas laporan keuangan,

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan  lingkup
tugas serta mencari alternatif pemecahannya;

mampelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesual dengan ketentuan yang barlaku,
memberi petunjuk kepada bawahan agar
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasi
kerjanya untuk bahan pengembangan karier,

menyusun laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan;

pelaksanaan tugas herjalan sesuai

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paszal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat,
kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.



(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi .
a. perencanaan kegiatan urusan {ata warkat, kepzgawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta ruang

perkantoran;
b, pelaksanaan urusan tata warkat,
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis gerta ruangd

kepsgawaian, kehumasan dan

perkantoran,
c. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan

dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis seria

ruang perkantoran;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala, dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13,

mempunyal uraian tugas sebagai berikut :

a.
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menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat iulis serta ruang
perkantoran Badan;

mealaksanakan ketatawarkatan Badan meliputi pengaturan pengelolaan surat
masuk surat keluar dan pengaturan penpencatatan jadwal kegiatan Badan dalam
rangka kelancaran tugas;

menylapkan bahan kegiatan kehumasan Badan;

menganalisie rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Badan;

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Badan;

menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Badan,

melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Badan;
melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau
penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK} Badarn;
melaksanakan penyusunan Daftar Barang Badan meaurut pengolongan dan
kaodifikasi barang;

melaksanakan penpencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang
A, B, C,D, EdanF,
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melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Badan sebagai
pahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang millk
pemerintah daerah;

pendistribusian perlengkapan dan keparluan alat tulis kantar (ATK) pada Badan;
menganalisa dan manyusun usulan penghapusan aset Badan,

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang diperoieh dari beban APBD dan perclehan
lainnya yang sah;

melaksanakan penpencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Badan; -
menyusun usulan pemindahtanganan barang milik dasrah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang millk daerah
selain tanah dan bangunan;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Badan meliputi layanan
adrinistrasi  kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar wurut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu,
tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan
formasi pegawal, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat,
kesejahteraan pegawai, penyesuaian iazah, usulan pemberian penghargaan,
memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional,
pembinaaniteguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai
aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat
usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan
atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan
yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pakerjaan Pegawai
(DP-3);

mengelola administrasi perjalanan Badan lingkup Badan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan fugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesual
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dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku,
menilai hasil kerja bawahan dengan jaian memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
menyusun laporan pelaksanaan {ugas dan/atau kegiatan kepada atasamn,

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan cleh alasan.

Paragraf 3
Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah
Pasal 17

Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan urusan perencanaan pembangunan dagrah yang meliputi Bidang Fisik

dan Prasarana Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang
Fisik dan Prasarana Wilayah mempunyai fungst .

perencanaan operasional urusan perencanaan pembangunan daerah yaitu
Bidang Fisik dan Frasarana Wilayah, meliputi Pekerjaan umum, perumahan,
penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan dan urusan
pemearintahan lainnya yang bersifat fisik; s

pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu
perencanaan pembangunan daerah yaftu Bidang Fisik dan Prasarana
Wilayah, meliputi Pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang,
perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan dan urusan pemerintahan

" fainnya yang bersifat fisik;

pengelolaan urusan perencanaan pembangunan dasrah yaitu perencanaan
pembangunan daerah yaitu Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, meliputi
Pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan
hidup, pertanahan dan urusan pemerintahan lainnya yang bersifat fisik; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Fisik Dan Prasarana ,

Wilayah membawahkan

a.
b.

Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastrukiur Wilayah:
Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

-



Paszal 18

Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah dipimpin ocleh seorang Kaepala, dalam

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 17,

mempunyal uraian tugas sebagai berikut :

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Fisik dan
Prasarana Wilayah;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal

hahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang

LPPD lima tahunan Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana sirategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah;

menyusun Perencanaan makro pembangunan daerah bidang Fisik dan Prasarana
Wilayah yang meliputi urusan bidang Pekerjaan umum, perumahan, panataan
ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan dan urusan pemerintahan
lainnya yang bersifat fisik;

melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana

Wilayah pada lingkup Satuan Kerja Perangkal Daerah  (SKPD) Dinas

perhubungan, Dinas Binamarga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Tata

Ruang, Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Kebhersihan dan Pertamanan, Badan

Pengendalian L.ingkungan Hidup, dan Kantor Pemadam Kebakaran;

mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sarana

prasarana dan wilayah yaitu Bidang Fisik dan Prasarana Wilayan, meliputi
Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan
Lingkungan hidup, Energi dan Sumber daya mineral,

mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang sarana
prasarana dan wilayah yaitu Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah, meliputi

Pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup,
pertanahan dan urusan pemerintahan lainnya yang bersilal f1sik;
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dacrah bidang ekonomi,

menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Bidang Fisik
dan Prasarana Wilayah, yang melipuli Pekeraan umun, perumahan, penataan
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ruang, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan dan urusan pemerintahan
lainnya yang bersifat fisik;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Da
Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan

erah bidang Pekerjaan

hidup, Energi dan Sumber daya mineral,
menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM Daerah hidang

Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan
Lingkungan hidup, Energi dan Sumber daya mineral;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) bidang Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan Sumber daya mineral;
menyusun bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembanglinan
jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan penyusunan RKPD,
menyusun rancangan akhir RPJP Daerah bidang Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan
Sumber daya mineral berdasarkan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RPJM Daerah bidang Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan
Sumber daya mineral berdasarkan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RKPD bidang Pekerjaan Umum, Perumahan,
Penataan Ruang, Pertanahan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Energi dan
Sumber daya mineral berdasarkan hasil musren bang;

menyusun rancangan naskah kesepakatan antara Pemarintah Kabupaten dan
DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (FPAS) lingkup bidang fisik dan prasarana wilayah;
menyusun Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
menyusun rekomendasi persetujuan prinsip terhadap pemanfaatan ruang di
Kabupaten Bekasi,

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan

menyusun penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan skala Kabupaten;
menyusun penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan

perkotaan skala Kabupaten;

menyusun penetapan keserasian pengembangan perholivm dan perdasaan skala
Kabupaten,

menyusun petunjuk pelaksanaan kesefasian  peng gnbangan  parkotaan  dan

kawasan perdesaan skala Kabupaten;
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menyusun penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen gan kelembagaan
pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten, s

menyusun pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
menyusun petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Rabupaten,
menyusun penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten,

menyusun penetapan pedoman dan standar pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten,

menyusun bahan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan skala
Kabupatan;

menyusun bahan pengembangan kawasan prioritas, cepal tumbuh dan andalan
skala Kabupaten,

mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
daerah skala Kabupaten;

melaksanakan Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala
Kabupaten,

menyelenggarakan Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengslolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa;

melaksanakan Konsultasi pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
menyelenggarakan Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di
kecamatan/desa;

melaksanakan Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan
skala Kabupaten,

menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang sarana
prasarana dan wilayah;

melaksanakan tugas pembantuan dari peme rintah dan pemarintah propinsi;
menyelanggarahén koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah;,
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Fisik dan Prasarana
Wilayah; :

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Fisik dan Prasarana Wilayah;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Fisik dan Prasarana
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Wilayah;
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Fisik dan

Prasarana Wilayah,
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan  lingkup

tugasnya serta mencarl alternatif pemecahannya;
membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan nerdgsarkan pembagian

tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengambangkan

karier;

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan,
Pasal 19

Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengentrol urusan
Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Tata Ruang dan Infrastruktur
Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub

Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah mempu nyai fungsi ;

a. perencanaan kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan daerah bidang
Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah meliputi  Penataan Ruang,
Perhubungan dan Lingkungan hidup;

b. pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan dasrah Sub Bidang Tata
Ruang dan Infrastruktur Wilayah meliputi  Urusan pekeraan  umum,
perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan  dan  urusan
pemerintahan lainnya yang Lersifat fisik,

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah
sub bidang Tata Ruang dan Infrastrukiur Wilayah melipuli Urusan pekerjaan
umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan dan urusan
pemerintahan lainnya yang bersifat fisik, dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan aleh atasan sesuni dengan tugas dan

fungsinya.



Fasal 20

Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala, dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19,

mempunyai uraian tugas zebagai berikut

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Tata Ruang dan
Infrastruktur Wilayah;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Tata Ruang
dan Infrastruktur Wilayah;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Tata Ruang dan Infrasturktur Wilayah sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah:
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah;

menylapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan.daerah bidang
Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah meliputi Urusan pekerjaan  umum,
perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan dan urusan pemerintahan
lainnya yang bersifat fisik.

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah meliputi urusan pekerjaan umum,
perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan dan urusan pemerintahan
lainnya yang bersifat fisik.

melakukan koordinasi perencanaan pembangunan Sub Bidang Tata Ruang dan
Infrastruktur Wilayah pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas
Perhubungan, Dinas Binamarga dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Tata
Ruang dan Pemukiman;

mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang Tata
Ruang dan Infrastruktur Wilayah meliputi Urusan pekarjaan umum, perumahan,
penataan ruang, perhubungan, pertanahan dan urusan pemerintahan lainnya yang
bersifat fisik.

melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang fisik dan prasarana
dan wilayah,;
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melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Tata Ruang dan
Infrastruktur Wilayah meliputi Urusan pekefjaan umum, perumahan, penataan
ruang, perhubungan, pertanahan dan urusan pamerintahan lainnya yang bersifat

fisix.

menyiapkan penyusunan rancangan awa
bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah meliputi Uruzan pekerjaan umum,
perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan dan urusan pemerintahan

| dan mengoordinasikan RPJP Daerah

lainnya yang bersifat fisik.
menylapkan penyusunan rancangan awal dan mengoardinasikan RPJM Daerah
bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah meliputi urusan pekerjaan umum,

perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan dan urusan pemerintahan

lainnya yang bersifat fisik.

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kena
Pembangunan Daerah (RKPD} bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Wilayah
meliputi Urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan,
pertanahan dan urusan pemerintahan lainnya yang bersifat fisik.

menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan panyusunan
RKPD bidang Tata Ruang dan Infrastruktur VWilayah meliputi Urusan pekerfjaan
umum, pmumahan. penataan ruang, perhubungan, pertanahan dan urusan
pemerintahan lainnya yang bersifat fisik,

menylapkan penyusunan rancangan akhir REJF Daerah Bidang Tata Ruang dan
Infrastruktur  Wilayah, dan Lingkungan hidup meliputi Penataan Ruang,
Perhubungan dan Lingkungan hidup berdasarkan hasil musrenbang,

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Tata Ruang dan
Infrastruktur Wilayah, Perhubungan meliputi Penataan Ruang meliputi Penataan
Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan hidup hardasarkan hagil musrenbang;
menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang Tata Ruang dan
Infrastruktur Wilayah meliputi Penataan Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan
hidup berdagarkan hasil musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

menyiapkan p-en;;usunan dan pelaksanaan kerjasama pemoangunan antar daerah
Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swaslia, dalam dan luar negen;
menyusun bahan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala Kabupaten,

menyusun bahan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala Kabupaten,
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menyusun bahan penatapan keserasian pergembangan perkotaan dan pardesaan
skala Kabupaten.

menyiapkan penyusunan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan
perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;

menyiapkan penyusunan bahan penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan
kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;

menylapkan penyusunan pedaman dan standar pelayanan perkotaan skala
Kabupaten,

menylapkan penyusunan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan Skaia
Kabupaten,

menyusun bahan penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten,

menyusun bahan penetapan pedoman dan standar pengembangan pembangunan
perwilayahan skala Kabupaten;

menyiapkan bahan pengembangan wilayah tertinggal dan perbatasan skala
Kabupaten;

menyiapkan bahan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan
skala Kabupaten;

menyiapkan bahan koordinani perencanaan, pelaksanaan dan pangendalian
pembangunan daerah skala Kabupaten;

melaksanakan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala
Kabupaten,

melaksanakan Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengsioiaan kawasan dan
lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/desa,

menyiapkan bahan pelaksanaan Konsultasi pelayanan perkotaan skala
Kabupaten;

melaksanakan Bimbingan, supervisi dan konsullasi nejayanan perkotaan di
kecamatan/desa,

melaksanakan Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan
skala Kabupaten;

melaksanakan Pembinaan perencanaan pambangunan di bidang Tata Ruang dan
Infrastruktur Wilayah;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pamerintah propinsi;
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Tata Ruang dan |nfrastruktur Wilayah;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja,
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menyusun pertanggungfawaban laporan kegiatan dan kewangan
melaksanakan program pengawasan intarnal  di lingkungan  Sub Bidang Tata

Ruang dan Infrastruktur Wilayah;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan h'idang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan fugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelakeanzan UGAs SesUa
dengan ketentuan yang berlaku;

mernbimbing atau memberikan petunjuk  pembagian [Ugas kepada bawahan
berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat betjalan lancar;
menilai hasil kerfja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengsmbang
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan ki

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan,

Pasal 21

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyal ugas poKGK
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontral urusas
Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam
Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungs: .

a. perencanaan kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan daerah bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup melinuti Ruang.lingkup urusan
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta sebagian urusan
pekerjaan umum yang berkaitan dengan pengelalaan sumber daya air;

b. pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang Sumber
Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi Ruang lingkup urusan lingkungan

_ hidup, energi dan sumber daya mineral serta sebagian urusan pekeraan
umum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah
sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi: Ruang



lingkup urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya _mineral sera
sebagian urusan pekerjaan umum yang perkaitan dengan pengelolaan

sumber daya air;
4  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 22

Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala,
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21,

mempunyal uraian tugas sebagai berikut :

-

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bigang Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup;

menylapkan bahan rencana strategis dan rencana kera Sub Bidang Sumber Daya
Alam Dan Lingkungan Hidup;

menyiapkan bahan-bahan RPJFD dan RPJMD eesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengurmpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup sebagal hahan penyusunan LFPD
tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana stralegis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran {RKA) dan Dolumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Tata Ruang dan Infrastruktur Witayakh;

menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi Ruang ingkup urusan
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta sebagian urusan
pekerjaan umum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air,
menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, melipubs Ruang lingkup urusan
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral sera sebagian urusan
pekerjaan umum yang berkaitan dengan pengsloiaan sumber daya air;
mengumpulkan dan menganalisa perencanaan pembangunan dagerah bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi Ruang lingkup urusan
lingkungan hidup, energi dan sumber daya minaral serta sebagian urusan

pekerjaan umum yang berkaltan dengan pengelolaan sumber daya air;



meaksanakan pensliian dan pengembangan daerah bidang saran prasarana dan
wilayah,

melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup, meliputi Ruang lingkup urusan lingkungan hidup, energi
dan sumber daya mineral serta sebagian urusan pekerjaan umum yang berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya air;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah
bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi Ruang lingkup urusan
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta sebagian urusan
pekerjaan umum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;
menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM Daerah
bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi Ruang lingkup urusan
lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta sebagian urusan
pekerjaan umum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air:
menyiapkan penyusunan rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
meliputi Ruang lingkup urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral
serta sebagian urusan pekerjaan umum yang berkaitan dengan pengelolaan
sumber daya air;

menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan penyusunan
RKPD bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi Ruang lingkup
urusan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta sebagian urusan
pekerjaan umum yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air;
menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Dasrah bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi Ruang lingkup urusan lingkungan hidup,
energl dan sumber daya mineral serta sebagian urusan pskerjaan umum yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air berdasarkan hasil musrenba ng;
menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup, meliputi Ruang lingkup urusan lingkungan hidup,
enargi dan sumber daya mineral serta sebagian urusan pekerjaan umum yang
berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air berdasarkan hasil musrenbang;
menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup, meliputi Ruang lingkup urusan lingkungan hidup, energi dan
sumber daya mineral serta sebagian urusan pekerjaan umum yang berkaitan
dengan pengelolaan sumber daya air berdasarkan hasil musrenbang;
melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Sarana
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Prasarana dan Pertambangan,

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
membagi tugas dan mengontrol sub bidang Sarana Prasarana dan Wilayah;
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang mililkk dasrah di lingkup bidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program  pengawasan  internal di lingkungan Sub Bidang
Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup;

mempelajarl, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk pembagian tugas kepada bawahan
berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengsmbangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Ekonomi dan Pendanaan Fembangunan
Pasal 23

Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoerdinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan dasrah yang

meliputi Ekonomi, ekenomi dan pendanaan pembangunan,



(2)

(3)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang
Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan mempunyal fungsi

2.

Dalam menyelenggarakan tugas pok

perancanaan nperasir::nal pergncanagan pembangunan dasrah bidang
ekonomi dan pendanaan pembangunan yang meliputi ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman maodal, ketahanan
pangan, pertanian, kKehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan,
perindustrian, pariwisata, administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah;

pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang
ekonomi dan pendanaan pembangunan yang meliputi ketanagakerjaan dan
ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan

pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan,

perindustrian, pariwisata, administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah;

pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan
pendanaan  pembangunan  yang meliputi  ketenagakerjaan  dan
ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan
pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan,
perindustrian, pariwisata, administrasi ksuangan, pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

ok dan fungsi Bidang Ekonomi dan

Pendanaan Pembangunan, membawahkan !

a.
b.

Sub Bidang Ekonomi;
Sub Bidang Pendanaan Pembangunan.

Pasal 24

Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh ssorang Kepala, dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23,

mempunyal uraian tugas sebag ai berikut :
menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Ekonomi dan Pendanaan

a.

Pembangunan;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Ekonomi dan

Pendanaan Pembangunan;



menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagal bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan,

menyusun Perencanaan makro pembangunan dasrah bidang ekonomi dan
pendanaan pembangunan yang meliputi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,
koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata,
administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
mengoordinasikan penyusunan perencanaan permbangunan  daerah  bidang
ekonomi dan pendanaan pembangunan yang meliputi Ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan,
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian,
pariwisata, administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi
dan pendanaan pembangunan yang meliputi Ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan,
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian,
pariwisata, administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
melaksanakan penelitian dan pengembangan dasrah bidang ekonomi;
menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang ekonomi dan
pendanaan pembangunan yang meliputi, Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,
koperasi dan UMKM, penanaman medal, ketahanan pangan, pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata,
administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJP Daerah hidang ekonomi
yang terdiri dari kehutanan dan pertanian, serla ekonomi dan pendanaan
pembangunan yang meliputi dari ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi
dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, perdagangan, perindusirian, parwisala, administrasi

keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;



menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM Daerah bidang ekonomi
yang terdiri dar kehutanan dan pertanian, serta ekonomi dan pendanaan
pembangunan yang meliputi dari kehutanan dan perkebunan, Pertanian dan
katahanan pangan, perikanan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Pananaman Modal, Industri, Perdagangan dan Pan'wisata;

menyusun rancangan awal dan mengoerdinasikan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) bidang ekonomi yang terdiri dar kehutanan dan pertanian, serna
ekonomi dan pendanaan pembangunan yang meliputi ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan,
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindusinan,
pariwisata, administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah,
menyusun  bahan wntuk  Penyelenggaraan Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan RKPD
bidang ekonomi yang meliputi kehutanan dan pertanian, serta ekonomi dan
pendanaan pembangunan yang terdiri dari kehutanan dan perkebunan, Pertanian,
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman modal,
ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan,
perindustrian, pariwisata, administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah;

menyugun rancangan akhir RPJP Daerah bidang ekonomi yang meliputl
kehutanan dan pertanian, serta ekonomi dan pendanaan pembangunan yang
terdii dari kehutanan dan perkebunan, Pertanian, Ketenagakerjaan  dan
ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman madal, ketahanan pangan,
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian,
pariwisata, administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan dasrah
berdasarkan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RPJM  Daerah bidarg ekonomi yang meliputi
kehutanan dan pertanian, seria ekonomi dan pendanaan pembangunan yang
terdii  dari kehutanan dan perkebunan, Pertanian, Ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan,
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, pefindustrian,
pariwisata, administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah
berdasarkan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RKPD bidang ekonomi yang meliputi kehutanan dan
pertanian, serta ekonomi dan pendanaan pembangunan yang terdiri dari
kehutanan dan perkebunan, Pertanian, Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,
koperasi dan UMKM, penanaman modal,  ketahanan pangan, pertanian,
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kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, pariwisata,
administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan
hasil musrenbang;

malaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
menyelanggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang gkonomi;
melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi,
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kera Bidang Ekonemi dan Pendanaan
Pembangunan;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik dasrah di lingkup Bidang
Ekonomi dan Pendanaan Pembangunan;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Ekgnomi dan Pendanaan
Pembangunan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang Ekonomi dan
Pendanaan Pembangunan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang ugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk pembagian tugas kepada bawahan
berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan lugas dapat benalan lancar;
menilai hasil kea'ja' bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan cleh alasan

Pasal 25

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagl tugas dan mengontral  urusan  FPerencanaan
Pembangunan Daerah Sub Bidang Ekenemi,



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat-(1) Sub

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi |
a. perencanaan kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub

bidang ekonomi;
b. pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang

. ekonomi;
¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan Parencanaan Pembangunan daerah

sub bidang ekonomi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 26

Sub Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Ekonomi;

b, menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Ekonomi;

c. menylapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang lugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

d. mengumpulkan bahan-bahan LPFD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Ekonomi sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten;

e, menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana stralegis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Ekonomi:

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Ekonomi|

h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan makro pembangunan daerah bidang

ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan UNMKM, penanaman modal,
ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan,
perindustrian dan pariwisata..

menylapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pemhbangunan daerah
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman
modal, ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, kKelautan dan perikanan,

perdagangan, perindustrian dan pariwisata |



mengumpulkan dan menganalisa data usulan  program perencanaan
pembangunan daerah bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi
dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan, partanian, kehutanan,
kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata.,
melaksanakan penglitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi;
melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang kelenagakerjaan
dan ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan
pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pardagangan,
perindustrian dan pariwisata.;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi-RP4P Daerah
hidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman
maodal, ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
perdagangan, perindustrian dan pariwisata.|

menylapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJM Daerah
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, kaperasi dan UMKM, penanaman
modal, ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan,
perdagangan, perindustrian dan pariwisata;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian,
koperasi dan UMKM, penanaman modal, ketahanan pangan., pertanian,
kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata.;
menylapkan penyusunan bahan  unfuk Panyelenggaraan  Musyawarah
Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah
dan RKPD bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan UMKM,
penanaman modal, ketahanan pangan, pertanian,  kehutanan, kelautan dan
perikanan, perdagangan, perindustrian dan pariwisata.;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang ekonomi yang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman modal,
ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan,
perindustrian dan pariwisata berdasarkan hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman madal, ketahanan
pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan,
perindustrian dan pariwisata berdasarkan hasil musrenbandg;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian, koperasi dan UMKM, penanaman medal, ketahanan pangan,
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pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan
pariwisata. berdasarkan hasil musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Ekonomi
melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi,
malaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Ekonomi;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan kidang tugasnya;
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran palaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas lainnya yang diberlkan oleh atasan.

Pasal 27

Sub Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Perencanaan

Pembangunan Daerah Sub Bidang Pendanaan Pembangunan,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub

Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan Ferencanaan Pembangunan daerah Sub
Bidang Pendanaan Pembangunan;

b. pelaksanaan urusan  Perencanaan Pembangunan daerah Sub Bidang
Pendanaan Pembangunan;

¢c. pembagian pelaksanaan fugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah
Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan



d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 28

Sub Bidang Pendanaan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala, dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a,

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendanaan

Pembangunan,
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Suh Bidang Pendanaan
Pembangunan;

menylapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Pendanaan Pembangunan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
lima tahunan Kabupaten,

menyiapkan hahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pendanaan Pembangunar,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Pendanaan Pembangunar,
menylapkan bahan penyusunan perencanaan makro pam

administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
perencanaan pembangunan daerah

bangunan daerah bidang

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
bidang adminis’trﬁsi keuangan, pendapatan, b
mengumpulkan  dan menganalisa dala usulan
pembangunan daerah bidang administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah;

alanja dan pembiayaan daerah;
pragram  perencanaan

melaksanakan penelitian dan pengembangan daerah bidang ekonomi,
melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang administrasi
keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan hahan koordinasi RPJP Daerah
bidang administrasl keuangan, pendapatan, belanja dan pemblayaan daerah;
menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJM Daerah
bidang administrasl keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
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menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang administrasi keuangan, pendapatan,

belanja dan pembiayaan dasrah;
menylapkan penyusunan bahan untuk Penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah
dan RKPD bidang administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah,

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJFP Daerah bidang ekonomi yang
meliputi administrasi keuangan, pendapatan, belanja dan  pembiayaan
daerahberdasarkan hasil musrenbang:

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang administrasi
keuangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan hasil
musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang administrasi keuangan,
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah berdasarkan hasil musrenbang;
melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pamerintah propinsi;
membagi tugas dan mengontrol Sub Bidang Pendanaan Pembangunan:
melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan lingkup sub bidang
pendanaan pembangunan;

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pendanaan Pembangunan:

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan bidang
tugasnya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas. kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan fancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengambangkan



hh.

(1)

(2)

(3)

karier, o
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh alasan.

Paragraf 5

Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan
Pasal 25

Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah yang

meliputi Aparatur, Kependudukan dan Pemerintahan Umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) |, Bidang

Aparatur dan Administrasi Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional urusan perencanaan pembangunan daerah yaitu
Aparatur, kependudukan dan pemerintahan umum, meliputi Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaan;

b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu
Aparatur, kependudukan dan pemerintahan umum, meliputi Ofonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaan;

¢. pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah yaitu Aparatur,
kependudukan dan pemerintahan umum, meliputi Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaan; dan

d, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang  Aparatur  dan
Administrasi Pemerintahan, membawahkan :

a. Sub Bidang Aparatur dan Kependudukan;

b. Sub Bidang Pemerintahan Umum.



Pasal 30

Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala, dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28,

mempunyal uraian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Aparatur dan Administrasi

Pemerintahan;
b. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Aparatur dan

Administrasi Pemerintahan;

¢. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Aparatur dan Administrasi Femerintahan;

g. menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan;

h. menyusun Perencanaan makro pembangunan daerah bidang sosial dan budaya
yaitu Aparatur, kependudukan dan pemerintahan umum, meliputi Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaan;

i.  mengoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial
dan budaya yaitu Aparatur, kependudukan dan pemerintahan umum, meliputi
Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaan;

j.  mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan
budaya yaitu Aparatur, kependudukan dan pemerintahan umum, meliputi Otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daeran, parangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaan;

k. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial dan
budaya;

I.  menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang sosial dan
budaya yaitu Aparatur, kependudukan dan pemerintahan umum, meliputi Otonomi



daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaarn;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJFP Daera
daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

h bidang Otonomi

kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaan;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RFJM Dasrah bidang Otonomi
daerah, pemerintahan umum, administrasl keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpusia kaan;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan  persandian,
kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
kersipan dan perpustakaan |

menyusun bahan Penyelenggaraan Musyawaran Perencanaan Pembangunan
jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan RKPD;
menyusun rancangan akhir RPJP Daerah bidang Otonomi dasrah, pemerintahan
umurm, administrasi keuangan daerah, perangkat dasrah, kepegawaian dan
persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, kersipan dan perpustakaan, berdasarkan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RFJM Dagsrah bidang Otonomi daerah, pemerintahan
umurm, administrasi keuangan daersh, perangkat daerah, kepegawaian dan
persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga
sejahtera, kersipan dan perpustakaan, berdasarkan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RKPD bidang Otonomi dasrah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan dasrah, perangkat dasrah, kepegawaian dan persandian,
kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,
kersipan dan perpustakaan berdasarkan hasil musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;

meiyusun bahan dan melaksanakan kerasama pembangunan antar daerah
Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
menyusun Penetapan pedoman dan standar mekanisme perencanaan
pembangunan daerah kecamatan/desa,

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pems rintah propinsi;
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menyusun bahan dan melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah
Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri,
menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang aparatur
dan administrasi;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pernerintah propinsi;
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Aparatur dan Administrasi Pemerintahan;

menyusun bahan laporan akurtabilitas kerja Bidang Aparatur dan Administrasi
Pemerintahan;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Aparatur dan
Administrasi Pemerintahan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Aparatur dan Administrasi Pemerintahan;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Aparatur dan Administrasi
Pemerintahan;

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan intarnal di lingkungan Bidang
Aparatur dan Administrasi Pemerintahan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisas! permasalahan  linglkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pemoagian tugas kepada
hawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerfa bawahan secara berjenjang untuk batian mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan aleh alasan

Pasal 31

Sub Bidang Aparatur dan Kependudukan mempunyal tugas pokok merencanakan
operasional, mengeloia, mengoordinasikan, mengendalikan, menmevaluasi dan



(2)

melaporkan urusan perencanaan pembangunan daerah yvang meliputi Aparatur,
kependudukan dan pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub

Bidang Aparatur dan Kependudukan mempunyai fungsi :

a.

perencanaan operasional urusan perencanaan pembangunan daerah yaitu
Aparatur, kependudukan dan pemerintahan umum, meliputi Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaan;
pengoordinasian penyusunan perencanasn pembangunan daerah yaitu
Aparatur, kependudukan dan pemerintahan umum, meliputi Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaan;

pengelolaan urusan perencanaan pembangunan daerah yaitu Aparatur,
kependudukan dan pemerintahan umum, meliputi, Otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, parangkat daerah,
kepegawaian dan persandian, kependudukan dan pencatatan sipll, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, kersipan dan perpustakaan; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 32

Sub Bidang Aparatur dan Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala, dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
menyusun rencana kegiatan dan anggaran  Sub Bidang Aparatur dan

a.

Kependudukan;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Aparatur dan

Kependudukan,
menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,
mengumpulkan bahan-bahan LFPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang

Aparatur dan Kependudukan sebagai bahan pefyusunan LPPD tahunan dan
LPPD lima tahunan Kabupaten:



menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (REMSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Aparatur dan Kependudukan:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Aparatur dan Kependudukan;

menylapkan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang
Aparatur dan  Kependudukan, meliputi Perangkat daerah, kepegawaian,
kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.;
menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembanguran daerah
bidang Aparatur dan Kependudukan, meliputi Perangkat dasrah, kepegawaian,
kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.;
mengumpulkan dan menganalisa data usulan program  perencanaan
pembangunan daerah bidang Aparatur dan Kependudukan, meliputi Perangkat
daerah, kepegawaian, kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera.;

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial dan
budaya;

melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Aparatur dan
Kependudukan, meliputi Perangkat dasrah, kepegawaian, kependudukan dan
pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah
bidang Aparatur dan Kependudukan, meliputi Perangkat daerah, kepegawaian,

kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.|

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJM Daerah

bidang Aparatur dan Kependudukan, meliputi Perangkat daerah, kepegawaian,
kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.;
menylapkan penyusunan rancangan awal dan bahan keordinasi Rencana Kerja
Pembangunan Daersh (RKPD) bidang Aparatur dan Kependudukan, meliputi
Perangkat daerah, kepegawaian, kependudukan dan pencatatan sipll, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera.;

menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan NMusyawarah Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan
RKPD Aparatur dan Kependudukan, meliputi Perangkat daerah, kepegawaian,
kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.;
menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang Aparatur dan
Kependudukan, meliputi Perangkat daerah, kepegawaian, kependudukan dan
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bb.
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pencatatan sipll, keluarga berencana dan keluarga sejahtera., berdasarkan hasil

musrenbang,

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Aparatur dan
Kependudukan, meliputi Perangkat dasrah. kepegawaian, kependudukan dan
pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera., berdasarkan hasil

musrenbang;
menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang Aparatur dan

Kependudukan, meliputi Sosial, Kesehatan Pemberdayaan Perempuan, Keiuarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera, Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dan Pemberdayaan Maszyarakat dan Desa
berdasarkan hasil musrenbang;

melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pambangunan;
menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Aparatur
dan Kependudukan;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemenntah dan pemearintah propinsi;
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Aparatur dan Kependudukan; i |

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan bidang
tugasnya,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karer;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.



Pasal 33

(1} Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengon

trol urusan Perencanaan

Pembangunan Daerah Sub Bidang Pemerintahan Umum.

(2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub

Bidang Pemerintahan Urnum mempunyai fungsi .

a.

Perencanaan kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan daerah bidang
Pemerintahan Umum yang meliputi Otonomi daerah, pemerintahan umum,
jpersandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negari, kearsipan dan
perpustakaan;

pelaksanaan urusan Perencanaan PFembangunan daerah sub bidang
Pemerintahan Umum, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga, Kearsipan,
Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri,

pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah
sub bidang Pemerintahan Umum, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga,
Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 34

Sub Bidang Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala, dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, mempunyai uraian

tugas scbagai berikut : : oy
menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pemerintahan Umum;

a.
b.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Pemerintahan

Umum;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD ima tahunan Sub Bidang
Pemerintahan Umum sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima

tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana sirateqis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pemerintahan Umurm:



menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Deokumen Pelaksanaan
Anggaran {DPA) Sub Bidang Pemerintahan Umum;

menyiapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang
Pemerintahan Umum, meliputi Otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian,
kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kearsipan dan perpustakaan;
menyiapkan bahan koordinasi penyusunan parencanaan pembangunan daerah
bidang Pemerintahan Umum, meliputi Otonomi daerah, pemerintahan umum,
persandian, kesatuan bangsa dan paolitik dalam negeri, kearsipan dan

perpustakaan;

mengumpulkan  dan menganalisa
pembangunan daerah bidang Pemefintahan Umum, meliputi Otonomi daerah,

pemerintahan umum, persandian, kesatuan bangsa dan palitik dalam negeri,

data usulan program perencanaan

kearsipan dan perpustakaan;

menyelenggarakan peneliian dan pengembangan daerah Bidang Aparatur dan
Administrasi Pemerintahan;

melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Pemerintahan
Umum, meliputi Otonomi daerah, pemerintahan umum, parsandian, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, kearsipan dan perpustakaan;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah
bidang Otonomi daerah, pemerintaban umum, persandian, kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri, kearsipan dan perpustakaan;

menyiapkan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJM Daerah bidang
Pemetintahan Umum meliputi Otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian,
kesatuan bangsa dan politik dalam neger, kearsipan dan perpustakaan,

hahan koordinasi Rencana Kerja Pembangunan

menyusun rancangan awal dan
daerah,

Daerah (RKPD) bidang Pemerintahan Umum meliputi  Otonomi
pemerintahan umum, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
kearsipan dan perpustakaan;

menyiapkan penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan penyusunan
RKPD bidang Pemerintahan Umum meliputi Otonomi daerah, pemerintahan
umum, persandian, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kearsipan dan
perpustakaan,

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah bidang Pemerintahan
Umum, meliputi Otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, kearsipan dan perpustakaan, berdasarkan hasil

musrenbang;



aa.
b

G

dd.

aa,

ag.

hh.

Ji

menylapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah bidang Pemerintahan
Umum, meliputi Otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, kearsipan dan perpustakaan, berdasarkan hasil

musrenbang;

menylapkan penyusunan rancang
meliputi Otonomi daerah, pemerintahan umum, persandian, kesatuan bangsa dan

an akhir RKPD bidang Pemerintahan Umum,

politik dalam negeri, kearsipan dan perpustakaan serta berdasarkan hasil
musrenbang;
melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;
menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kerjasama pembangunan
antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan
luar negeni;
menylapkan bahan penyusunan Penetapan pedoman dan standar mekanisme
perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Pemerintahan
Umum;
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,
melaksanakan program  pengawasan internal  di lingkungan Sub Bidang
Pemerintahan Umum,;
menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera penyajian data hasil
kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Umum;
mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi fugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemaca hannya;
membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan
pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat be rjalan lancar,;
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang uniuk hahan mengembangkan

karier,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kagiatan kopada atasan;
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melaksanakan tugas lainnya yang diberikan cleh atasan,

Paragrafl &
Bidang Sosial Budaya
Pasal 35

(1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,
mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

(2]

(3]

urusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Pendidikan, Kebudayaan

dan Kesejahteraan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang

Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a.

perencanaan operasional urusan perencanaan pembangunan daerah yaitu
Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial,
kebudayaan, kepemudaan dan clahraga, pemberdayaan masyarakat dan
desaketransmigrasian, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu
Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial,
kebudayaan, kepemudaan dan clahraga, pemberdayaan masyarakat dan
desaketransmigrasian, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

pengelolaan urusan perencanaan pembangunan dasrah vaitu Pendidikan,
Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi, Pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa
ketransmigrasian dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial Budaya,

membawahkan:

a.
b.

Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.



Pasal 36

Sidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala, dalam menyelenggarakan tugas
pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, mempunyal uraian tugas
sebagai berikut ;

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Sosial Budaya;

menyiapkan bahan rencana stratagis dan rencana kerja Bidang Sosial Budaya;

c. menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD fima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten:

€. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

i.  menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Sosial Budaya:

g menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DFA) Bidang Sosial Budaya;

h.  menyusun Perencanaan makro pembangunan daerah bidang soskal dan budaya
yaitu Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi Pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial,
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa
ketransmigrasian dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

i.  meagoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial
dan budaya yaitu Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial, meliputi
Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan; Olah raga, Kearsipan, Perpustakaan,
Kesatuan Bangsa dan politik dalam neger, Perangkat dasrah, kepegawaian,
kependudukan dan pencatatan sipil, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.;

. mengelola dan menganalisa perencanaan pembangunan daerah bidang sosiai dan
budaya yaitu Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahteraan Sosial meliputi
Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial,
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa
ketransmigrasian, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

K. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dacrah bidang sosial dan
budaya;

I menyelenggarakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang sosial dan
budaya yaitu Pendidikan, Kebudayaan dan Kesejahleraan Sosial, meliputi
Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial,



kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa
ketransmigrasian dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RFJP Daerah bidang
Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial,
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa
ketransmigrasian, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta ctonomi daerah
pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah kepegawaian dan
persandian;

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan RPJM  Daerah bidang
Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan periindungan anak, sosial,
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdaysan masyarakat dan
desaketransmigrasian dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

menyusun rancangan awal dan mengoordinasikan Rencana rerja Pembangunan
Daerah (RKPD) bidang Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan  anak, sosial, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga,
pemberdayaan masyarakat dan desa ketransmigrasian dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa ;

menyusun bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perancanaan Pembangunan
jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan RKPD:
menyusun rancangan akhir RPJP Daerah bidang Pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan  anak, sosial, kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa
Ketransmigrasian, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta otenomi daerah
pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah kepegawaian dan
persandian, berdasarkan hasil musrenbang;

menyusun rancangan akhir RPJM Daerah bidang Pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial- kebudayaan,
kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desa
ketransmigrasian, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta otonomi daerah
pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah kepegawaian dan
persandian, berdasarkan hasil musrenbang;

meayusun rancangan akhir RKPD bidang Pendidikan kesehatan, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak, sosial kebudayaan, kepemudaan dan
olahraga, pemberdayaan masyarakat dan desaketransmigrasian, dan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta otonomi dasrah pemerintahan umum
administrasi umum perangkat daerah kepegawaian dan persandian berdasarkan

hasil musrenbang;
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melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan,

menyusun bahan dan melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah
Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dangan swasta, dalam dan luar negeri;
menyusun Penetapan pedoman dan standar mekanisme perencanaan
pembangunan daerah kecamatan/desa;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
menyusun bahan dan melaksanakan kerigsama pembangunan antar daerah
Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
menyelenggarakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan
budaya,

melaksanakan tugas pembaniuan dari pemerintah dan pemerintah propinst,
mengendalikan dan mengevaluasi sub bidang Pendidikan, Kebudayaan dan
Kesejahteraan Sosial]

melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan Kepala Badan sebagal pengguna
anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengelah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Sosial Budaya

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Scsial Budaya;

MEnyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Sosial Budaya,

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milike dasrah di lingkup Bidang

Sosial Budaya;

mempelajari, memahami dan menyeleng
dan ketentuan-ketentuan yang berkajtan dengan Bidang Sosial Budaya;
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Sosial Budaya;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
permasalahan  lingkup

garakan peraturan perundang-undangan

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi
tugasnya serta mencari alternatif pemaca hannya;
membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,

metilai hasil kera bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada ata';an?
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.



Pasal 37

(1) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Perencanaan
Pembangunan Daerah Sub Bidang Pendidikan dan Budaya.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub

Bidang Pendidikan dan Budaya mempunyai fungsi :

a  Perencanaan kegiatan urusan Perencanaan Pembangunan daerah bidang
Pendidikan dan Budaya yang meliputi Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan
olahraga;

b. pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan daerah sub bidang
Pendidikan dan Budaya, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga,
Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam neger;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah
sub bidang Pendidikan dan Budaya, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah
raga, Kearsipan, Perpustakaan, Kesatuan Bangsa dan politik dalam negeri;
dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 38

Sub Bldang Pendidikan dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala, dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 37,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Pendidikan
dan Budaya:

menylapkan bahan-bahan RFJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RFJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LFPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Pendidikan dan Budaya sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
lima tahunan Kabupaten;

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana stratagis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya,



menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;

menylapkan bahan penyusunan Perencanaan makro pembangunan daerah bidang
Pendidikan dan Budaya, meliputi Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunarn daerah
bidang Pendidikan dan Budaya, meliputi Pandidikan, kebudayaan, pemuda dan

olahraga;
mengumpulkan  dan menganalisa data usulan program perencanaan

pembangunan daerah bidang Pendidikan dan Budaya, meliputi Pendidikan,

kebudayaan, pemuda dan olahraga;
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial dan
budaya,

melaksanakan survey lokasi rencana pembangunan di bidang Pendidikan dan
Budaya, meliputi Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan clahraga;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah
bidang Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serla otonoraj, daefah
pemerintahan umum administrasi umum perangkat daerah kepagawaian dan
persandian;

menyiapkan rancangan awal dan bahan koordinasi

Pandidikan dan Budaya meliputi Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan clahraga,
koordinasi Rencana Kera Pembangunan

Pandidikan, kebudayaan,

RPJM Dasrah bidang

menyusun rancangan awal dan bahan
Daerah (RKPD]) bidang Pendidikan dan Budaya meliputi

permuda dan olahraga,
penyusunan bahan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

jangka menengah dasrah dan penyusunan
Pendidikan, kebudayaan, pemuda

menyiapkan
Pembangunar jangka panjang daerah,
RKPD bidang Pénr:iidihan dan Budaya meliputi
dan clahraga;

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJP Dagrah bidang Pendidikan dan
Budaya, meliputi Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, berdasarkan
hasil musrenbang,

menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah hidang Pendidikan dan

Budaya, meliputi Pendidikan, kobudayaan, pemuda dan olahrana, hercdasarkan
hasil musrenbang;

menyiapkan penyusunan rancangan skhir RKPD bidang Pendidikan dan Budaya,
meliputi Pendidikan, kebudayaan, pemuda dan  olaliaga berdasarkan  hasil
musrenbang;

malaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan pembangunan;



bb.

dd.

=

hh.
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(1)

menyiapkan bahan penyusunan dan melaksanakan kerjasama pembangunan
antar daerah Kabupaten dan antara daerah Kabupaten dengan swasta, dalam dan

luar negeri;
menyiapkan bahan penyusunan Penetapan pedoman dan standar mekanisme

perencanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
melaksanakan Pembinaan perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan dan
Budaya;

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemarintah propinst;
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan  internal di lingkungan Sub
Bidang Pendidikan dan Budaya;

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang fugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengambangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 39
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mangontrol urusan Perencanaan

Pembangunan Daerah Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub

Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan perencanaan pembangunan  daerah bidang
Kesejahteraan Sosial, meliputi Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
periindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,

b. pelaksansan urusan Perencanaan Fembangunan daerah Bidang
Kesejahteraan Sosial meliputi Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;

¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan Persncanaan Pembangunan daerah
sub bidang Kesejahteraan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 40

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh secrang Kepala, daiam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, mempunyal uraian

tugas sebagai berikut °

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang kesejahteraan Sosial;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja  Sub  Bidang
Kesejahteraan Sosial;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang fugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RFJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Kesejahteraan Sosial sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan danLPPD lima
tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis  (REMSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran {DPA) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial,

menyiapkan penyusunan Perencanaan makro pembangunan dasrah bidang
Kesejahteraan Sosial, meliputi kesehatan, pemberdayaan perempuan  dan

perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakal dan deso,



menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah
bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakal dan desa;

mengumpulkan  dan menganalisa data usulan program perencanaan
pembangunan daerah bidang Kesejahteraan Sosial,  meliputi  kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anax, sosial, pemberdayaan
masyarakat dan desa;

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan daerah bidang sosial dan
budaya:

melaksanakan survey lokasi rencana pembangun
Sosial, meliputi kesehatan, pemberdayaan perempuan dan oerlindungan anak,

an di bidang Kesejahteraan

sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;

menyiapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJP Daerah
bidang Kesejahteraan Sosial, meliputl kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, sosial, pemberdayaan ma gyarakat dan desa;

menylapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi RPJM Daerah
bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa,

menylapkan penyusunan rancangan awal dan bahan koordinasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) bidang Kesejahteraan Sosial, meliputi kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, pemberdayaan
masyarakat dan desa;
menyiapkan penyusunan bahan
Pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah derah dan penyusunan
RKPD Kesejahteraan Sosial, meliputi

perlindungan anak, sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa;
PP Daerah hidang Kesejahteraan

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

kesehatan, pemberdayaan perempuan dan

memyiapkan penyusunan rancangan akhir R
Sosial, meliputl kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perindungan anak,
sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, berdasarkan hasil musrenbang;
menyiapkan penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah blbang Kesejahteraan
Sosial, meliputi kesehatan, pemberdayaan parempuan dan perlindungan anak,
sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, berdasarkan hasil musrenbang;
menyiapkan penyusunan rancangan akhir RKPD bidang Kesejahteraan Sosial,
meliputi kesehatan, pemberdayaan perempuan dan pedindungan anak, sosial,
pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan hasil musrenbang:
melaksanakan SPM Kabupaten bidang perencanaan [}Ef11|1.’ll'|_fjllrl.'-,1;‘;:- )
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menyelenggarakan Pembinaan  perencanaan pembangunan di  bidang
Kesejahteraan Sosial,

melaksanakan tugas pembantuan darl pemerintah dan pemerintah propinsi;
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

menyusun bahan laporan aku ntabilitas kerja;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan bidang tugasnya,
mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketantuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sehagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerfja bawahan secara berjenjang untuk bahan mangembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan,

Paragraf 7
Bidang Penanaman Modal
Pasal 41

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,
mengatur, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan urusan bidang penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Penanaman Mudét mempunyai fungs:

a. perencanaan kegiatan perencanaan pembangunan  daerah  bidang
penanaman modal, meliputi promosi investasi dan pengendalian investasi;

b. pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah bidang pananaman
modal, meliputi promosi investasi dan pengendalian nwvestasi;



¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan Perencanaan Pembangunan daerah
bidang penanaman modal, meliputi promosi investasi dan pengendalian

investasi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan fugas pokok dan fungsi Bidang Penanaman Modal,

membawahkan:
(1) Sub Bidang Promosi Investasi;
(2) Sub Bidang Pengendalian Investasi.

Pasal 42

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh secrang Kepala, dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsl sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, mempunyai uraian tugas

sebagai berikut

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Penanaman Modal;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Penanaman
Modal;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuaj bidang fugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LFPD tahunan dan LPPD lima tahunan Bidang
Penanaman Modal sebagai bahan peryusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima
tahunan Kabupaten;

menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Penanaman Modal,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Penanaman Maodal,

menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja  penanaman  modal sebagal
pertanggungjawaban kepada Bupati;

meambina dan mengevaluasi program dan kegialan penanaman modal;
marumiiskan kebijakan dalam bidang Penanaman Modal,

merencanakan dan melaksanakan program kegiatan di Indang Penanaman Modal;
menyelenggarakan pelayanan informasi bidang Penanaman Modal,
menetapkan sasaran program kegiatan dalam di bidang penanmman Mexdal;

merumuskan RPJPD/RPJIMD bidang Penanaman Modal,



aa.

G,

2e.
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menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan gperasional Penanaman
Modal,

marumuskan dan menetapkan Renja dan Renstra Kantor Penanaman Modal;
merumuskan laporan akuntabilitas kinerja Kantor Penanaman Modal sebagai
pertanggungjawaban kepada Bupati,

mengawasi dan mengendalikan program  kegiatan dan anggaran bidang
Penanaman Modal,

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam kegiatan bidang Penanaman
Modal;

mempersiapkan usulan bidang-bidang usaha yang terutup muflak untuk
penanaman meodal, tertutup untuk PMA  dan bidang-bidang usaha
unggulan/prioritas;

menetapkan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewsnangan
daerah kabupaten;

menyelenggarakan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten;

menyelenggarakan pengajuan usulan materi dan memfasilitasi kerfja sama
internasional di bidang penanaman modal di tingkat kabupaten;
menyelenggarakan forum kerjasama dengan usaha besar dalam rangka
kemitraan;

menyelenggarakan penerimaan misi penanaman modal dan daerah lain dan luar
negeri;

menyelenggarakan kerjasama luar negeri sepanjang tidak bertentangan dengan
kebijakan pamerintah pusat;

menyiapkan materi dalam rangka kerjasama sub regional di bidang penanaman
madal; '

menyelenggarakan sosialisasi atas perjanjian kerjasama luar negeri di bidang
penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;

membuat usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman maodal yang
menjadi kewenangan kabupaten;

memberikan persetujuan seluruh proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang
usahal/proyek selain yang menjadi kewenangan propinsi dan pusat;

memberikan persetujuan perubahan rencana proyek PMDIN atas parsetujuan
proyek selain yang menjadi kewenangan propinsi dan pusat,

menyelenggarakan pemantauan, bimbingan dan  pengawasan - pelaksanaan
pananaman modal, berkoordinasi dengan pemerinlah dan pemenntaly propinsi;
menyealenggarakan pemantauan pangambangan polaksnnann coluruh penanaman
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modal yang berada di wilayahnya;
menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman maodal
dalam rangka peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di wilayahnya:

menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal

yang berada di wilayahnya;

melaksanakan penyelesaian permasalahan yang dialami oleh perusahaan
penanaman modal yang berada di wilayahnya;

melaksanakan penetapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi
dan daya dukung daerah kabupaten dalam bentuk daftar hidang-bidang usaha

unggulan/prioritas;
melaksanakan penyusunan
usaha unggulan/prioritas;
menyelenggarakan penyusunan profil-profil investas: proyek kemitraan;
menyelenggarakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kehijakan teknis
pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di

profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang

tingkat kabupaten,
menyelenggarakan promesi penanaman madal daerah kabupaten baik dalam
negeri maupun ke luar negeri;

menyelenggarakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi
promosi skala kabupaten;
menyelenggarakan promosi penanaman mod

negeri seperti seminar, pameran, teru usaha dan lokakarya,
an promosi penanaman modal dasrah dalam

al daerah baik di dalam maupun luar

menyelenggarakan pembuatan bah
bentuk meadia cetak antara lain
unggulan/prioritas, profi pengusaha daerah yang potensial
prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media claktronik antata lain film,
video, slide, CD room dan multimedia/situs web:

melakukan kerjasama dengan propinsi dan pemerintah pus
bentuk penyelenggaraan promaosi penanaman modal daerahy
melakukan kerjasama dengan pihak ketfiga dalam rangka penyelenggaraan
pramosi penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;

daftar peluang usaha dan profit proyek
untuk bermitra,

at (BKPM) dalam

melakukan pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain dan luar
negeri,

membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang
terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan

Pemerintah Propinsi;
menyelenggarakan pembangunan  dan pengembangan sistem informasi
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pananaman modal yang berntegras! dengan sistemn informasi penanaman modal
propinsi dan pemerintah pusat (B KPM).

menyusun kebijakan pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam
bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah
sesuai dengan program pembangunan daerah kabupaten, berkoordinasi dengan
pemerintah propinsi;

merumuskan penetapan pedoman, pembinaan dan pengawasan dalam skala
kabupaten terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan
penanaman medal, berkoordinasi dengan pemerintah propinsi;

menyelenggarakan sosialisasi atas kebijakan dan persncanaan pengembangan,
kerjasama luar negeri, promosi, pengendalian pelaksanaan, dan sistemn informasi
penanaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
mengkoordinasikan, perumusan penelapan dan pelaksanaan kebijakan daerah
kabupaten di bidang penanaman modal meliputi:

penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup,

prioritas tinggi di kabupaten;

penyusunan peta investasi daerah kabupaten dan identifikasi potensi sumberdaya
daerah kabupaten terdiri darl sumber daya alam, kelermbagaan dan sumber daya
manusia, termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar; dan
pengusulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan
non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kabupaten.

menyusun bahan penetapan peraturan daerah kabupaten tentang penanaman
modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnis bagi usaha kecil
dan menengah;

menyusun bahan dan pedoman pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal
dan non perizinan yang menjadi kewanangan kabupaten;

menyslenggarakan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal
yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan  kebijakan
pemerintah pusat dan propinsi;

menyelenggarakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan,
kerjasama luar negeri, promosi, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi
pananaman modal skala kabupaten kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha;
mengidentifikasi jenis sumber daya daerah kabupaten dalam rangka perent.anaan

bentuk peraturan daerah kabupaten tentang potensi sumber daya alam, sumber



daya manusia serta kemitraan;
menyusun program pengembangan penanaman modal daerah kabupaten dalam
bentuk rencana strategis daerah (RENSTRADA) sesual dengan program

pembangunan daerah (PROPEDA) Kabupaten;

mmm. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

nnn. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

QQo,
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urusan pelayanan Bidang Penanaman Modal;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Penanaman Modal,

menyusun pertanggungjawaban |aporan kegiatan dan keuangan;
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Penanaman Modal;
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Penanaman Modal;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Penanaman Modal;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Fenanaman

Maodal;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

www, membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

WX,

yyy.

ZIZ.

dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapal berjalan lancar;
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang uniuk bahan mengembangkan

Karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

aaaa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1)

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagnimann dimakeudd pada

FPasal 43

Sub Bidang Promosi Investasi mempunyai lugas pokok mengatur, marencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi keginlan sub bidang

Promosi Investasi.
Ayat (1) , Sub

Bidang Promosi Investasi mempunyai fungs: |



kegiatan urusan Pembangunan daerah sub bidang promosi investasi,
pelaksanaan urusan pembangunan daerah sub bidang promosi investas!;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Pambangunan daerah sub bidang

promosi Investasi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fugas dan
fungsinya.
Pasal 44 Y

Sub Bidang Promosi Investasi dipimpin oleh secrang Kepala, dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Promosi Investasi;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Promosi
Investasi;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Promosi Investasi sebagai bahan penyusunan LPFD tahunan dan LPPD lima
tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKP.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA} Sub Bidang Promosi Inve stasi:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Promosi Investass

mengontrol dan mengevaluasi program dan kegiatan penanaman modal urusan
promosi potensi investasi daerah;

menyelenggarakan kegiatan promosi pote nsi investasi daerah;

menghimpun bahan-bahan petunjuk teknis penyelenggaraan promosi potensi
investasi daerah;

menghimpun bahan-bahan perencanaan kegialan, evaluasi dan laporan hasil
kegiatan;

menghimpun, mengelah dan menganalisa data serla penyajian dala hasil kegiatan;
melaksanakan penetapan bidang usaha ungguianfpriorilas sesuai dengan potensi
dan daya dukung daerah kabupaten dalam beniuk daltar bidang-bidang usaha

ungguianfprioritas,
malaksanakan penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang

usaha unggulaniprioritas

Jum..i.




aa.
bb.
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melaksanakan penyusunan profil-profil investasi proyek kemitraan;
melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan  kebijakan teknis
pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di

tingkat kabupaten;
melaksanakan promosi penanaman modal daerah kabupaten baik dalam negeri

maupun ke luar neger;

melaksanakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan penyusunan materi
promosi skala kabupaten;
menyelenggarakan promosi penanaman m
negeri seperti seminar, pameran, lemu usaha dan lokakarya:

melaksanakan pembuatan bahan promosi penanaman madal daerah dalam
bentuk media cetak antara lain daftar peluang usaha dan profil proyek
unggulan/prioritas, profil pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra,
prosedur penanaman modal dan dalam bentuk media elektronik antara lain film,
video, slide, CD room dan multimedia/situs web;

melakukan kerjasama dengan propinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam

odal daerah baik di dalam maupun luar

bentuk penyelenggaraan promosi penanaman modal dagrah;
melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan

promos| penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;

melakukan pengiriman misi penanaman modal daerah ke daerah lain dan luar

negeri;

menyelenggarakan kewenangan lain di bidang promos
internasional penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang
bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat dan propinsi; i

mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang
Pemerintah dan

dan kerjasama
tidak

membangun dan
terintegrasi denhgan sistem informasi  penanaman modal

Pemerintah Propinsi;

melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
modal yang berintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal propinsi dan
pemerintah pusat (BKPM);

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Statistik;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggunglawaban laporan keglatan dan Keuangarn,
melaksanakan program pengawasan internal  di lingkungan Sub Bidang

Statistik;

penanaman
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mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencarl alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atay memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan lugas dapat beralan
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan,

Pasal 45

Sub Bidang Pengendalian Investasi mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan pengendalian
investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub

Bidang Pengendalian Investasi mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional sub bidang pengendalian investasi;

b. pengelolaan operasional sub bidang pengendalian investasi;

¢ pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan sub bidang pengendalian
investasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 46

Sub Bidang Pengendalian Investasi dipimpin oleh secrang Kepsla, dalam
melaksanakan fugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengendalian Investasi;



menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Pengendalian
Investasi;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RFJMD =esual bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Pengendalian Investasi sebagal bahan penyusunan L PPD tahunan dan LPPD lima
tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA} dan

rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pengendalian Investasi;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dakumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Pengendalian Investasi;

menyusun bahan kebijakan penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian investasi;
menyusun bahan kebijakan penyelenggaraan pengawasan penanaman modal;
menyusun program penyelenggaraan bidang evaluasi dan pengendalian investasi;
mengelola pengawasan penyelenggaraan penanaman modal;

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan kKeuangan,

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan  internal di lingkungan Sub
Bidang Pengendalian Investasi;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serla penyajian data hasil kegiatan

sub Bidang Pengendalian Investasi;
ri, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
asnya sebagal pedoman

mempelaja
ketentuan-ketentuan yang berkaltan dengan bidang fug

dalam pelaksanaan tugas;

mamberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari altern atif pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas seslal
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang uniuk bahan mengembangkan

kariar,



(1)

(2)

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenikan oleh atasan.

Paragraf B
Bidang Statistik dan Pelaporan
Pasal 47

Bidang Stafistik dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan urusan Statistik dan Pelaporan pembangunan dasrah yang meliputi

eva'uasi, pelaporan dan statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang
Statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi :

operasional urusan Statistik dan Pelaporan pembangunan daerah yang
meliputi monitoring dan evaluasi, serta data dan Statistik]

pengoordinasian Statistik dan Pelaporan pembangunan dagrah yang meliputi
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepemudaan
dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan PFoliik Dalam MNegeri, Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
daerah Kepegawalan dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian
dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral,
Perdagangan dan Perindustrian;

pengelolaan Statistik dan Pelaporan pembangunan dasrah yang meliputi
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ferumahan, Penataan Ruang,
Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perampuan  dan
Perindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakeraan dan ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepemudaan
dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi



Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian
dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral,
Perdagangan dan Perindustriam;

pengendalian, dan pelaporan urusan pembangunan daerah yang meliputi
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Partanahan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
menengah, Penanaman modal, Kebudayaandan Pariwisata, Kepemudaan
dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam MNegeri, Otonomi
Daerah, Pemerintahan Uifsjum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian
dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral,
Perdagangan dan Perindustrian; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

. fungsinya.

(3} Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Statistik dan Pelaporan,

membawahkan :
a. Sub Bidang Statistik;
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 48

Bidang Statistik dan Pelaporan dipimpin oleh secrang Kepala, dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, mempunyai uraian

tugas sebagai berikut :

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Statistik dan Pelaporan;
merylapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Statistk dan
Pelaparan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sasuai bidang tugasnya sebagai

bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang



sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupal ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidgang Statistik dan Pelaporan,

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Statistik dan Pelaporan;

mengoordinasikan Monitoring dan Evaluasi pembangunan dasrah bidang
Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Parencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepemudaan dan
Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Megeri, Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daeran, Perangkat daerah
Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik,
Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Infarmatika, Pertanian dan Ketahanan
Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan dan
Perindustrian;

mengelola dan menganalisa data Monitoring dan Evaluasi pembangunan daerah
bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepemudaan dan
Clah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Megeri, Otonomi Daerah
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah
Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik,
Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian dan Ketahanan
Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan dan
Perindustrian;

menyusun penetapan petunjuk pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
daerah;

mengoordinasikan pengendalian pembangunan dasrah skala Kabupaten;
melaksanakan konsultasi pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
menysienggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah



aa.

bb,
ce.

skala Kabupaten,
menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
kecamatan/desa;

menyelenggarakan
pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta,

monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan kerjasama

dalam dan luar negeri skala Kabupaten,

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan
dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten,

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah
tertinggal skala Kabupaten;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan
prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;

menyelenggarakan monitoring dan  evaluasi  pelaksanaan keserasian
pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;
menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan
dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;
merumuskan penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan
Statistik skala Kabupaten;

menyelenggarakan Pengendalian  pembangunan dagrah  dan pelaksanaan
rencana pembangunan daerah untuk keseluruhan pembangunan daerah meliputi
pemantauan, supervisi dan tindaklanjul penyimpangan terhadap pencapaian
tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
menyusun hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan daerah kepada
Bupati melalui sekretaris daerah;

menyelenggarakan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat daerah meliputi
penilaian terhadap pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan
daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
menyalenggarakan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dampak pembangunan
di Kabupaten Bekasi,

menyelenggarakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala
Kabupaten; .
menyelenggarakan pemberian dukungan penyelenggaman aurvl anlar sensus

skala Kabupaten,
menyelenggarakan statistik sektoral skalo Eabapilen,
menyelenggarakan Pengembangan jejaring stalistik khusus skaly Kabupaten;
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menyusun pelaporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
pembantuan dan Pemerintah kepada Kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPO
Kabupaten Bekasi untuk bahan penyampaian faporan Bupali kepada Gubernur
melalui Bappeda Provinsi, Menteri Dalam Neger, Menteri Keuangan dan
Bappenas,

menefima bahan pelaporan dari SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa
mengenai |aporan friwulan dan akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Dasa Kabupaten Bekasi untuk
hahan penyampaian laporan Bupati kepada Kemeanterizn/lembaga pemberi dana

tugas pembantuan;

menyusun pelaporan triwulan dan
pembantuan dari Provinsi kepada Kabupaten yang
Kabupaten Bekasi untuk bahan penyampaian laporan Bupali kepada

akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
dilaksanakan oleh SKPD

Gubemur

melalui Bappeda Provinsi;

menerima bahan pelaporan dari SKFD yang membidangi Pemerintahan Desa
mengenai laporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
permbantuan dari Provinsi kepada Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi untuk
bahan penyampaian laporan Bupati kepada Gubernur,

melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pamerintah propinsi;
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Statistik dan Pelaporan,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Statistik dan Pelaporan,
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangar

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Statistik dan

Pelaporan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di
Statistik dan Pelaporan;

mempelajari, memahami dan menyelenggaraian peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Statistik dan Pelaporan,

lingkup Bidang

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Statistik dan
Pelaporan,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian
tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 49

Sub Bidang Statistk mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontral urusan Pembangunan daerah

Sub Bidang Bidang Data dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub

Bidang Statistik mempunyai fungsi |

a. kegiatan urusan Pembangunan daerah urusan Statistik;

b. pelaksanaan urusan pembangunan daerah sub bidang Statistik;

¢, pembagian pelaksanaan tugas urusan Pembangunan dagrah sub bidang
Statistik; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 50

Sub Bidang Statistik dipimpin cleh seorang Kepala, dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43, mempunyai uraian tugas sebagai

berikut :

a  menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Statistik;

5. menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Statistik;

¢, menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;,

d  mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Statistik sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan dan LFPPD lima tahunan
Kabupaten,

e menylapkan bahar-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
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bb.

CC.

rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Statistik;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Statistik;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan pembangunan dasrah bidang Data
dan Statistik;

mengumpulkan dan menganalisa pembangunan daerah bidang Data dan Statistik]
melaksanakan Penyusunan dan pengembangan data indikator makro
pembangunan Kabupaten Bekasi;

melaksanakan penelitian dan pergembangan daerah bidang Data dan Statistik;
melaksanakan SPM Kabupaten bidang pembangunan;

melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten;
melaksanakan pelaporan data dan informasi pembangunan di Kabupaten Bekasi;
menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan Statistik dasar skala
Kabupaten;

menyiapkan bahan pemberian dukungan penyelenggaraan ﬁuwé; anlrtar SENsus
skala Kabupaten;

melaksanakan Statistik sektoral skala Kabupaten;

melaksanakan Pengembangan jejaring Statistik khusus skala Kabupaten;
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Statistik;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban |aporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan program  pengawasan  internal  di lingkungan Sub Bidang
Statistik;

mempelajari, miemahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang lugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencarl altematif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku,
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian

tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,
menilal hasil kerja bawahan secara berjenjong untuk bahan mengembanghkan

kariar,



dd.
28,

(M

(2}

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pazal 51

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaparan mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Evaluasi dan

Pelaporan Pembangunan daerah,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) . Sub

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi -

a.

perencanaan kegiatan Evaluasi dan Pelaporan pembangunan daerah yang
meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumshan, Penataan
Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan dan kefransmigrasian, Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan
Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri, Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan
Daerah Perangkat daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan
Informatika, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan
Sumberdaya mineral, Perdagangan dan Perindustrian; o

pelaksanaan urusan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan daerah yang
meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan
Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup,
Pertanahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan

 Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan
Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri, Otonomi Daerah Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan
Daerah Perangkat daerah Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan
infarmatika, Peranian dan Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan
Sumberdaya mineral, Perdagangan dan Perindustrian;




¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan Evaluasi dan Pelaporanpembangunan

daerah; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan gleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 52

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh secrang Kepala, dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45,

mempunyai uraian tugas sebagal berikut :

a.
b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Evaluasi dan
Pelaporan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Evaluasi dan Pelaporan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

menyiapkan bahan koordinasi Evaluasi dan Pelaporan  pembangunan daerah
bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Pertanahan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, HKeluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
menengah, Penanaman medal, Kebudayaan dan Pariwizata, Kepemudaan dan
Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Megeri, Otonomi Daerah
Pemerintahan Umum Administrasi Keuangan Daerah Perangkat daerah
Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik,
Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan  Informatika, Pertanian dan
Ketahanan Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan
dan Perindustrian;



mengumpulkan dan menganalisa Evaluasi dan Pelaporan pembangunan daerah
bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perurnahan, Penataan Ruang,
Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan hidup, Partanahan,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial,
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Penanaman modal, Kebudayaan dan Pariwisata, Kepemudaan dan
Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Neger, Otonomi Daerah
Pemerintahan  Umum  Administrasi  Keuangan Daerah Perangkat daerah
Kepegawaian dan Persandian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik,
Kearsipan, Perpustakaan, Komunikasi dan Informatika, Pertanian dan Ketahanan
Pangan, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya mineral, Perdagangan dan
Perindustrian;

melaksanakan penyusunan LAKIP Kabupaten;

melaksanakan Penyusunan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati,
menyiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan urusan
pembangunan daerah bidang Statistik dan Pelaporan sebagai bahan panyusunan
LPPD dan LPPD akhir masa jabatan Kabupaten;

menylapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja  urusan pembangunan daerah
bidang Statistik dan Pelaporan yang akan dikoordinasikan olen Sekretariat sebagai
pertanggungjawaban Kepala Badan Pembangunan Daerah kepada Bupati;
menyusun bahan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten,

menyusun bahan konsultasi pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten,
malaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah skala
Kabupaten,

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
kecamatan/desa,

melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kerjasama pembangunan
antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar
negeri skala Kabupaten;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan
lingkungan perkotaan skala Kabupaten,

melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pengembangan wilayah
tertinggal skala Kabupaten;

melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan pangembangan kawasan

prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;
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melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan pelaksanasan keserasian pengembangan

perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten,
Evaluasi dan Pelaporanpelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen

pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten; Merumuskan

penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan Statistik skala

Kabupaten,

melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan dampak pembangunan di Kabupaten
Bekasi;

malaksanakan Pengendalian pembangunan dasrah dan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah untuk keseluruhan pembangunan dasrah  melipub
peniantauan. supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian
tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
menyiapkan bahan Penyampaian hasil pemantauan dan supervisi rencana
pembangunan daerah kepada Bupati melalui sekretaris daerah;

melaksanakan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat daerah meliputi
penilaian terhadap pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan
daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah;
menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam
rangka pencapaian rencana pembangunan daerah;

melaksanakan penyusunan pelaporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas
kegiatan ftugas pembantuan dari Pemerintah kepada Kabupaten Yyang
dilaksanakan oleh SKPD di Kabupaten Bekasi untuk bahan penyampaian laporan
Bupati kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi, Mentari Dalam Negeri, Menteri
Keuangan dan Bappenas,

menerima bahan pelaporan dari SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa
mengenai laporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas kegiatan tugas
pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi untuk
bahan penyampaian laporan Bupati kepada Kementerian/lembaga pemberi dana
tugas pembantuan,

melaksanakan penyusunan pelaporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas
kegiatan tugas pembantuan dari Provinsi kepada Kabupaten yang dilaksanakan
oleh SKPD Ksbupaten Bekasi untuk bahan penyampaian laporan Bupah kepada
Gubernur melalul Bappeda Provinsi,

manarma bahan pelaporan darl SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa
menganai laporan lriwulan dan akhir lahun angooran alas kegialan tugas
pembantuan dari Provinsi kepada Pemerintah Desa Kabupaten Bekasi untuk
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bahan penyampaian laporan Bupati kepada Gubernur,

melaxsanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan peme rintah propinsi;
melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengeolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal  di lingkungan Sub
Bidang Evaluasi dan Pelaporan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian

tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerfja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaparkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh aiasan.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Badan sesuai kebutuhan,

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
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Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkun

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang ienaga fungsional
senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kabutuhan

dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 54

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan dilaksanakan oleh para Kepala

Bidang, para Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabalan Fungsional menurut

bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisagi dan simplipikasi. o

gan Badan wajib memimpin dan

mambearikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 55

Kepala Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib bertanggung jawab
dan menyampaikan laporan kepada atasannya m asing-masing.
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Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampsiannya berpedoman pada

ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 56

Sekretaris mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah searang
Kepala Bidang sesuai bidang tugas danfatau kemamjpuan.

BAB W
KEPEGAWAIAN
Pasal 57

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan
Sekretaris Dagrah.

Kepala Badan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan

membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji

pegawal bawahannya sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur herdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.




BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 58

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Bekasi.

BAB W
KETENTUAN PENUTUFP
FPasal 59

(1} Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur kemudian.

(2) Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang

sama di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 60

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 DESEMBER 2009
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